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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan
tindak pidana perdagangan pengaruh (trading influence) dalam perspektif hukum
positif di Indonesia dan menganalisis bentuk formulasi hukum perdagangan
pengaruh (trading influence) sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang (ius
constituendum).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan
konseptual. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi
kepustakaan (library research) dengan pendekatan bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan
metode content analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan perihal
Trading in Influence ini sangat dilematis, mengingat belum ada ketentuan
pemidanaan dalam hukum nasional terkait perbuatan Trading in Influence. Di sisi
lain guna menjunjung tinggi asas legalitas, maka kepastian hukum dalam suatu
negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (Lex-
Certa). Namun sembari menunggu revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, tindakan yang memenuhi rumusan Trading in Influence ini tidak
dapat luput begitu saja dari pemidanaan. Ketentuan pasal penyalahgunaan
wewenang, suap-menyuap maupun gratifikasi membuka peluang bagi para penegak
hukum untuk menjerat pelaku Trading in Influence. Sebab, hanya perlu dibuktikan
bahwa penerima Trading in Influence memang merupakan penyelenggara negara
atau yang memiliki suatu wewenang orang yang telah menerima uang serta janji,
dan yang menurut pemberi uang tersebut. Selain itu, Penegak Hukum dapat
menjadikan Trading in Influence sebagai modus operandi dalam perbuatan korupsi.

Kata kunci: Perdagangan Pengaruh, Korupsi, lus Constituendum
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ABSTRACT

The study aims to identify and analyze the regulation of the criminal act of
trading influence in the perspective of positive law in Indonesia and analyze the
legal formulation of trading influence as a criminal act of corruption in the future
(ius constituendum).

This research is normative juridical research using a statute, case, and
conceptual approach. Research is conducted qualitatively with library research
within primary and secondary legal approach. Data were analyzed with descriptive
qualitative analysis with content analysis.

The results show that the absence of regulation regarding Influence Trading
is problematic, considering that there are no criminal provisions in national law
regarding Influence Trading. On the other hand, in order to uphold the principle of
legality, legal certainty in a country is the existence of firmness regarding the
enactment of the rule of law (Lex-Certa). However, while waiting for the revision
of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, actions that fulfill
the Trading Influence formulation cannot escape punishment. The provisions of the
article on abuse of authority, bribes and gratuities open up opportunities for law
enforcers to ensnare Trading Influencers. Hence, it is only necessary to prove that
the recipient of Trading Influence is indeed a state administrator or who has
authority over the person who has received the money and the promise to the person
who gave the money. In addition, law enforcement can use Trading Influence as a
modus operandi in corruption.

Keywords: Trading in Influence, Corruption, lus Constituendum
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